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RINGKASAN 

 

 

Peredaran narkotika di kalangan masyarakat pada umumnya sangatlah 

mudah di temukan. Mulai dari cara sistem ranjau, dijual dengan cara ecer, ataupun 

dibungkus berbentuk makanan agar nantinya praktik bisnis peredaran narkotika 

tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sebagian praktik tersebut dilakukan oleh 

para kurir atas perintah bandar narkotika sebagai pemasok terhadap peredaran 

narkotika di Indonesia. Para bandar narkotika mempunyai tujuan agar 

mendapatkan keuntungan berlebih dan selanjutnya kurir akan mendapatkan upah 

hasil dari pengiriman pesanan narkotika kepada masyarakat. 

Adanya pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berasal dari 

kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual serta pendidikan dan pergaulan  

yang sangat tinggi, memiliki kekuasaan (sosial, politik maupun ekonomi) dan di 

dukung dengan jaringan yang sangat luas. Maka pelaku kejahatan dapat dengan 

mudah memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan yang terjadi 

berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Salah satu sebagai bentuk 

kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga 

keuangan khusnya lembaga perbankan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan 

kerah putih (white crime), atau istilah dengan tindak pidana pencucian uang 

(money laundering). 

Indonesia merupakan sebuah surga bagi para pelaku kejahatan sebagai 

tempat dalam melakukan bisnis peredaran narkotika dan tempat untuk mencuci 

hasil kejahatan dalam peredaran narkotika di masyarakat. Oleh karena itu hasil 

kejahatan merupakan life blood of the crime, artinya hasil kejahatan merupakan 

darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik lemah dari rantai 

kejahatan yang paling mudah untuk terditeksi. Upaya dalam memotong rantai 

kejahatan ini selain  relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi 

dari para pelaku tindak kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah 

menikmati hasil kejahatan yang diperoleh itu sendiri. 

Mengingat pelaku dalam tindak pidana pencucian uang umumnya berasal 

dari kalangan masyarakat dengan intelektual tinggi, memiliki kekuasaan dalam 

hal sosial, politik maupun ekonomi dan didukung dengan adanya jaringan yang 

sangat luas. Maka pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dengan mudah 

memperhitungkan secara cermat dan sistematis yang terjadi berkaitan dengan 

kejahatan dilakukannya. 
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ABSTRAK 

 

 

Indonesia merupakan sebuah surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat 

dalam melakukan bisnis peredaran narkotika dan tempat untuk mencuci hasil 

kejahatan dalam peredaran narkotika di masyarakat. Peredaran narkotika di 

kalangan masyarakat pada umumnya sangatlah mudah di temukan. Mulai dari 

cara sistem ranjau, dijual dengan cara ecer, ataupun dibungkus berbentuk 

makanan agar nantinya praktik bisnis peredaran narkotika tidak diketahui oleh 

pihak kepolisian. Sebagian praktik tersebut dilakukan oleh para kurir atas perintah 

bandar narkotika sebagai pemasok terhadap peredaran narkotika di Indonesia. 

Para bandar narkotika mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan berlebih 

dan selanjutnya kurir akan mendapatkan upah hasil dari pengiriman pesanan 

narkotika kepada masyarakat. Upaya dalam memotong rantai kejahatan ini selain  

relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi dari para pelaku 

tindak kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah menikmati hasil kejahatan 

yang diperoleh itu sendiri. 

 

Kata kunci: penjualan, narkotika, pencucian uang,  

 

 



   

ABSTRACT 

 

 Indonesia is a paradise for criminals as a place to conduct the narcotics 

distribution business and a place to launder the proceeds of crime in the 

circulation of narcotics in society. The circulation of narcotics in the community is 

generally very easy to find. Starting from the mine system, sold by retail, or 

wrapped in food so that later the narcotics trafficking business practice is not 

known by the police. Some of these practices are carried out by couriers on the 

orders of narcotics dealers as suppliers of narcotics trafficking in Indonesia. 

Narcotics dealers have the goal of getting excess profits and then the courier will 

get a wage from sending narcotics orders to the public. Efforts to cut the chain of 

crime are not only relatively easy to do, but will also remove the motivation of the 

criminals because the perpetrator's goal is to enjoy the proceeds of the crime he 

has obtained himself. 

 

 

 

Keywords: buy, narcotic, money laundering 
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